REPUBLIK INDONESIA

No.872, 2018 KEMEN-UMKM. Pola Tata Kelola Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG POLA TATA KELOLA LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran operasional
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, kedudukan pejabat pengelola
tidak dapat kosong;

b. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Mengingat

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
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Menetapkan :

10.

11.

12.

13.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
106);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor O08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1555);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016
tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah pada Satuan Kerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1792);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor O08/PER/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 908);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG POLA TATA KELOLA
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 824) ditambah 2

(dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 12

Pengangkatan Pejabat Pengelola dilakukan dengan
Keputusan Menteri.

Sebelum ditetapkan dan diangkat menjadi Pejabat
Pengelola, yang bersangkutan harus menandatangani
surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain
yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pejabat
Pengelola terhitung sejak yang bersangkutan diangkat
menjadi Pejabat Pengelola.

Pejabat Pengelola yang telah ditetapkan dan diangkat
wajib menandatangani kontrak kinerja, pakta integritas
dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan
tugas dengan baik.

Apabila jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S kosong, Menteri dapat menunjuk
pelaksana tugas sementara sampai dengan
ditetapkannya Pejabat Pengelola definitif.

Pelaksana tugas sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau
melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang
menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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